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BUPATI KERINCI 

PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 

NOMOR  7  TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2022 
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan serta 
pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
diperlukan standarisasi satuan harga barang/jasa 
pemerintah daerah demi terwujudnya peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden 
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 
Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap pengaturan tentang standar harga satuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci 
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 
Pemerintah Kabupaten Kerinci; 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643) 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Mengingat  



3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2079 Nomor 
42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib 
Administras Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan 
Pertanggungjawaban penggunaan ban tuan keuangan partai 
politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib 
Administras Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/ atau Tunjangan 
kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 



tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2019 Nomor 9); 

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 16 
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 16), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 16, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah Pemerintah Dalam Peraturan 
Bupati ini yang dimaksud dengan Kabupaten Kerinci; 

2. Bupati adalah Bupati Kerinci; 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci; 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKPD adalah Badan Daerah Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Pembantu Pengelola 
Barang Milik Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab 
mengkoordinir; 

6. Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat dengan 
SHBJ adalah Pedoman Pembakuan Barang dan Jasa menurut jenis, 
spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu; 

7. SHBJ Daerah adalah SHJB yang berlaku bagi perangkat daerah 
dilingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci; 

8. Harga Pasar adalah Harga Barang dan/atau Jasa yang berlaku di 
pasaran, belum termasuk pajak; 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah 
Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; 

10. Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap perangkat daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
in stan si pemerintah; 

11. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan 
Barang Milik Daerah; 



12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperolah 
atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dan 
perolehan lainnya yang sah; 

13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 
Barang Pejabat adalah yang berwenang dan bertanggung jawab 
melaksanakan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah; 

14. Honorarium adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada 
Kepala Daerah, ASN dan Non ASN yang terlibat dalam kegiatan 
Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada DPA masing- masing PD 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan/atau Keputusan 
Kepala PD serta Surat Tugas selama tidak bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan; 

15. Satuan Biaya Lainnya adalah satuan biaya yang diperlukan dan/atau 
yang dipergunakan oleh PD dalam Kabupaten Kerinci; 

16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu 
dan dibayarkan sekaligus. 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga 
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga 
(2) Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci Standar Harga Satuan 

Pemerintah Kabupaten Kerinci meliputi: 
a. satuan biaya honorarium; 
b. satuan biaya Perjalanan dinas dalam negeri; 
c. satuan biaya rapat/Pertemuan di dalam dan di luar kantor; 
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; 
e. satuan biaya pemeliharaan; dan 
f. dihapus. 

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani 
Peraturan Bupati ini 

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8A 

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya 

(2) Pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan 
anggota Dewan Pervvakilan Ralryat Daerah dilakukan secara lumpsum 
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, 
kewajaran, dan akuntabel. 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri 
bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku 
pada anggaran kementerian negara/ lembaga. 
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan 





LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI 
KERINCI NOMOR  7  TAHUN 2024 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KERINCI NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KERINCI 

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KERINCI YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 

DALAM PERENCANAAN YANG BERFUNGSI DAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Sesuai dengan arnanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati 
Kerinci ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah 
Kabupaten Kerinci dalarn menyusun Standar Harga Satuan 
pada masing-masing PD yang selanjutnya digunakan untuk 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerj a 
Perangkat Daerah (RKA PD). Standar Harga Satuan yang 
ditetapkan oleh Bupati Kerinci berdasarkan Standar Harga 
Satuan Regional dalarn Peraturan Presiden serta basil dani 
Pembahasan Tim Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci 
yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanj a Daerah (APBD). 

Ketentuan Lampiran dalarn Peraturan Bupati ini mengatur 
rnengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilarnpaui, baik dalam 
perencanaan anggaran mau pun pelaksanaan anggaran, yang 
terdiri dan: 
a. satuan biaya honorarium; 

b. satuan biaya perjalanan dinas dalarn negeri; 

c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar 
kantor; dan 

d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. 

e. satuan biaya insentif pengelolaan barang milik daerah. 

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM 

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : 

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 
Honorarium diberikan kepada : 

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

1.1.3. Pejabat Pen atau sahaan Keuangan Perangkat 



Daerah (PPK PD); 

1 . 1 .4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 
Penerimaan; dan 

1.1.5. Bendahara Pen geluaran Pembantu atau 
Bendahara Penerimaan Pembantu. 

Penerimaan Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan 
pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu 
yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk 
setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang 
mengelola lebih dan i 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium 
dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan 
besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada 
masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut 
dibebankan pada masing-masing DPA. 

b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi 
belanja pegawai di lingkungan PD, KPA dapat menunjuk 
bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium 
bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara 
penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium 
PPK PD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang 
dikelolanya. 

c. Ketentuan jumlah PPK PD diatur sebagai berikut : 

1) Jumlah PPK PD yang membantu KPA: 

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK clan tanpa dibantu 
oleh PPTK lainnya, jurnlah PPK PD paling banyak 6 
(enam) orang terrnasuk bendahara pengeluaran 
pembantu; dan 

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK PD paling 
banyak 3 (tiga) orang terrnasuk bendahara pengeluaran 
pembantu. 

2) Jumlah keseluruhan PPK PD yang membantu PPTK dalam 
1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dan jumlah PPTK. 

3) Jumlah PPK PD untuk PPTK yang digabungkan diatur 
sebagai berikut : 

a) Jumlah PPK PD tidak boleh melampaui jumlah PPK PD 
sebelum penggabungan;dan 

b) Besaran honorarium PPK SD didasarkan pada jumlah 
pagu yang dikelola PPKPD. 

c) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium 
penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) 
tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) 
dan pagu yang dikelola; dan 



d) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan 
tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan 
tidak diberikan honorarium dimaksud 

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

1 . 2 . 1 . Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan 
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan 
Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada 
kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perLrndang-undangan 

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium 
diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal: 

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan 
barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau 

b menetapkan penyedia untuk paket pengadaan 
jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Dalam hal 
pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok 
kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah 
menerima tunjangan pengelola pengadaan 
barang/jasa, tidal( diberikan honorarium 
dimaksud. 

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan 
Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil 
negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat 
pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang 
bervvenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur 
organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam 
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat 
UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud. 

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia. 

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas 
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan 
kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 
sipil negara, dan pihak lain yang memberikan 
informasi atau pengetahuan dalam kegiatan 
seminar, rapat, so sialisasi, diseminasi, bimbingan 
teknis, workshop, sarasehan, simposium, 



lokakarya, focus group dbcussion, dan kegiatan 
sejenis (tidak terrnasuk untuk kegiatan pendidikan 
dan pelatihan). 

Honorarium narasumber atau pembahas dapat 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian 
honorarium narasumber atau pembahas adalah 
60 (enam puluh) menit, bail( dilakukan secara 
panel maupun individual. 

b. Narasumber atau pembahas berasal dan: 

1. Luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara atau masyarakat; atau 

2. Dalam satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi 
sasaran utama kegiatan berasal dan luar 
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 
dan/atau Masyarakat 

3. Dalam hal narasumber atau pembahas 
tersebut berasal dan i satuan kerja perangkat 
daerah penyelenggara, maka diberikan 
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) 
dan i honorarium narasumber /pembahas 

1.4.2. Honorarium Moderator Honorarium moderator 
diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil 
negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai 
moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, 
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, 
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group 
dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk 
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). 

Honorarium moderator dapat diberikan dengan 
ketentuan: 

a. Moderator berasal dan i luar satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara; atau 

b. Moderator berasal dan i dalam satuan kerja 
perangkat daerah penyelenggara sepanjang 
peserta yang menjadi sasaran utarna kegiatan 
berasal dan i luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara dan/atau Masyarakat 

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa 
acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara 
dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu 
acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, 
sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, 



simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang 
mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil 
kepala daerah, dan/ atau pimpinan / anggota DPRD 
dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah 
dan/ atau Masyarakat. 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat 
kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, 
simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis 
memerlukan tambahan panitia yang berasal dani 
non aparatur sipil negara harus dilakukan secara 
selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan 
besaran honorarium mengacu pada besaran 
honorarium untuk anggota panitia. 

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau 
lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan 
honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dani 
jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi 
dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta 
kurang dan i 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia 
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 
(empat) orang. 

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat 
Tim Pelaksana Kegiatan 

Tim yang keanggotaannya berasal dan lintas satuan kerja 
perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang 
dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat 
eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, 
dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah 
keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

No Jabatan 
Klarifikasi 

1 

1 Tim Eselon I dan Eselon II 2 

2 Tim Eselon III 3 

3 
Pejabat Eselon IV, pelaksana, 

pejabat fungsional 

dan 
5 

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah 
honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas 
adalah Klasifikasi I dengan kriteria kabupaten kerinci yang 
telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas 
jabatan tertinggi lebih besar atau saxna dengan 
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. 

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium 
yang diberikan kepada seseorang yang diangkat 
dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk 



melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan 
surat keputusan kepala daerah atau sekretaris 
daerah. 

Ketentuan pembentukan tim yang dapat 
diberikan honorarium adalah sebagai berikut : 

a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 

b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah 
daerah: 

1) dengan mengikut sertakan instansi 
pemerintah di luar pemerintah daerah yang 
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani 
oleh Kepala Daerah; atau 

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk 
tim yang ditandatangani oleh Sekretaris 
Daerah 

c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya 
perlu diprioritaskan; 

d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan 
fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan 
fungsi sehari-hari; dan 

e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien. 

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang 
diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif 
untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. 
Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dan i tim pelaksana 
kegiatan. 

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat 
dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan 
yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. 

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur 
sebagai berikut : 

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim 
pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala 
daerah; atau 

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim 
pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 
sekretaris daerah. 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk 
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah 
kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi 
dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk 
dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu 



satuan kerja perangkat daerah 

1,6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 
Beracara 

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi 
Ahli 

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli 
diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, 
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi 
tugas menghadiri dan memberikan inform.asi atau 
keterangan sesuai dengan keahlian di bidang 
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan 
dan/atau persidangan di pengadilan. 

Dalam hal instansi yang mengundang atau 
memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli 
tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi 
pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli 
dapat memberikan honorarium dimaksud. 

1.6.2. Honorarium Beracara 

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat 
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 
pihak lain yang diberi tugas untuk beracara 
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan 
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan 
dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan 
tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan 

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan 
sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil 
negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan 
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 
Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu 
wilayah lebih tinggi dan pada satuan biaya dalam 
Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan 
mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah 
minimum kabupaten kerinci dengan ketentuan : 

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
diberikan sesuai upah kabupaten kerinci; 

b. Lulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan paling 
banyak 174%(seratus empat belas persen) dan upah 
minimum kabupaten kerinci; 

c. Lulusan Sarjana (Si) diberikan paling banyak 124% 
(seratus dua puluh empat persen) dan upah minimum 
kabupaten kerinci; 

d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% 
(seratus tiga puluh tiga persen) dan i upah minimum 



kabupaten kerinci; dan 

'e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% 
(seratus lima puluh persen) dan i upah minimum 
provinsi, kabupaten, atau kota setempat 

1.8. Honorarium Rohaniawan 

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang 
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai 
rohaniwan dalarn pengambilan sumpah jabatan 

1.9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, 
Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website 

1.9.1. Honorarium Tim Penyrsunan Jumal 

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan 
kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan 
surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur 
sekretariat adalah pembantu umum, pelaksanan 
dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur 
organisasi tersendiri. 

Apabila diperlukan , dalam menyusun jurnal 
nasional atau internasional dapat diberikan 
honorarium kepada mitra bestari (peer review) 
sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) per orang Per jurnal. 

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah 

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah 
dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit 
buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan 
pejabat yang berwenang. 

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya 
berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang 
topik aktual yang patut diketahui pembaca. 

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau 
majalah berisi warta singkat atau pernyataan 
tertulis yang diterbitkan secara periodik yang 
ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi 
tertentu. 

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau 
Website 

Honorarium tim pengelola teknologi inforrnasi atau 
webs ite dapat diberikan kepada pengelola website 
atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) 
berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah. 
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh 
pemerintah daerah. 

Dalam hal pengelola teknologi inforrnasi atau 
Website sudah merupakan struktur organisasi 



tersendiri dan telah diperhitungkan dalam 
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
pengelola teknologi inforrnasi atau website tidak 
diberikan honorarium dimaksud 

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian 

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan 
diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, 
penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal 
sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Kabupaten 

Honorarium penulisan butir soal Kabupaten Kerinci 
diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun 
soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi 
soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian 
berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, 
soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian 
non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang 
mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi 
guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal 
kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan 
pemerintahan daerah. 

1 12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan 

1.12.1. Honorarium Penceramah 

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada 
Pencerarnah yang memberikan wawasan 
pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai 
dengan keahliannya kepada peserta pendidikan 
dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan 
pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara atau masyarakat; 

b. Berasal dan i dalam satuan kerja perangkat 
daerah penyelenggara sepanjang peserta 
pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran 
utama kegiatan berasal dan i luar perangkat 
daerah penyelen ggara dan/ atau masyarakat; 
atau 

c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dani 
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 
maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima 
puluh persen) dan i honorarium penceramahl. 

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dan i luar satuan 
kerja perangkat daerah penyelenggara 



Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang 
berasal dan i luar satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar 
tidak terpenuhi dan i satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara. 

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dan i dalam 
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang 
berasal dan i dalarn satuan kerja perangkat daerah 
penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai 
lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan 
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. 
Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan 
Pelatihan 

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan 
pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil 
negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk 
menyu sun modul untuk pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala 
daerah. Pemberian honorarium dimaksud 
berpedoma pada ketentuan sebagai berikut : 

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud 
diberikan atas kelebihan minimal jam tatap 
muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perulndang-undangan; dan 

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi 
penyusunan modul pendidikan dan pelatihan 
baru atau penyempurnaan modul pendidikan 
dan pelatihan lama dengan persentase 
penyempurnaan substansi modul pendidikan 
dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh 
persen) 

1. 12. 5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan 
pendidikan dan pelatihan 

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan dan pelatihan dapat diberikan 

kepada panitia penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha 

pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan 

fasilitator kunjungan serta hal lain yang 

menunj ang penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan 



sebagai berikut:  

a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan 

fungsi bagi yang bersangkutan; 

b. Dilakukan secara selektif dengan 

mempertimbangkan urgensinya; 

c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau 

lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan 

honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) 

dan i jumlah peserta dengan mempertimbangkan 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; 

d. Jumlah peserta kurang dan i 40 (empat puluh) 

orang, jumlah panitia yang dapat diberikan 

honorarium paling banyak 4 (em pat) orang; dan 

e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

adalah 45 (empat puluh lima) menit. 

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat 
diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan 
berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah 
anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 

1.14. 1.14. Insentif Pengelolaan Barang Milik Daerah 
diberikan kepada Kepala Daerah selaku pemegang 
kekuasaan barang milik daerah; Sekretaris Daerah selaku 
pengelola barang milik barang daerah; dan Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku 
Pejabat Penatausahaan barang milik daerah; Kepala 
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan / atau 
jabatan fungsional yang disetarakan selaku Pengurus 
Barang Pengelola; Kepala Sub Bidang penatausahaan, 
pembinaan, dan pelaporan barang milik daerah dan/ atau 
jabatan fungsional yang disetarakan selaku Pembantu 
Pengurus Barang Pengelola; Kepala Sub Bidang 
pemanfaatan, pemindahta.nganan, penilaian, p emu snahan 
dan penghapusan barang milik daerah dan/atau jabatan 
fungsional yang disetarakan selaku Pembantu Pengurus 
Barang Pengelola; dan Kepala Sub Bidang Perencanaan, 
Pengarnanan dan Pengndalian clan/ atau jabatan 
fungsional yang disetarakan selaku selaku Pembantu 
Pengurus Barang Pengelola. dibayarkan secara profesional 
sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab dengan 
mempedomani peraturan perundang-undangan. 

Insentif sebagaimana dimaksud sebagai berikut: 



a. Meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelolaan barang 
milik daerah; 

b. Mengoptimalkan penatausahaan, pemanfaatan, 
pengarnan, dan pengendalian barang milik daerah; dan 

c. Meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan ashi 
daerah yang sah. 

Pemberian insentif dilakukan untuk penatausahaan, 
pemanfaatan, pengamanan, dan pengendalian barang 
milik daerah pada Pengelola barang. 

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat 
kedudukan yang dilakukan dalam w-ilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah 
perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang 
dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil 
negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini 
dilakukan dalam rangka : 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya; 

c. pengumandahan (detasering); 

d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 

e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau 
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang 
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter 
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan 
dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena 
melakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis 
penguji kesehatan Pegawai negeri; 

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara 
Diploma/S1 /S2/S3; 

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan perjalanan dinas jabatan 
dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip 
antara lain: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi 
dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian 
kinerja satuan kerja perangkat daerah 

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan 
dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas. 



Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai 
berikut :  

a. uang harian, 

b. biaya transport; 

c. biaya peginapan, dan 

d. uang representasi perjalanan dinas. 

Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci 
dipertanggungjawabkan secara Lumpsum dengan besaran 
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM 
NEGERI DAN UANG REPRESENTASI 

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri 
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari 
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 
pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di 
dalam negeri lebih dan i 8 (delapan) jam. Penggantian biaya 
keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, 
keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. 
Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dan i 8 
(delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi 
lokal. 

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam 
rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan 
pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam 
kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau 
diselenggarakan di luar kota. 

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas 

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada 
pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat 
eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan 
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat 
pada jabatan. 

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai 
pengganti atas pengeluaran tarnbahan dalam kedudukan 
sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan 
pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti 
biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara 
lumpsum. 



b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM 
NEGERI 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri 
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun 
perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya 
penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum 
sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif penginapan di kota 
tempat tujuan 

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI 
LUAR KANTOR 

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di 
Luar Kantor 

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya 
kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di 
luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang 
perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif 
yang paling sedikit melibatkan peserta dan luar satuan 
kerja perangkat daerah atau Masyarakat. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor 
menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu: 

a. paket Fullboard 

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket 
kegiatan rapatatau pertemuan yang diselenggarakan di luar 
kantor sehari penuh dan menginap. 

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, 
makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, 
ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

b. paket Fullday 

Satuan biaya paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan 
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 
minimal 8 (delapan)jarn tanpa menginap. 

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi 
dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

c. paket Halfday 

Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan 
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 
minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket 
mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 
(satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 



d. paket Residence 

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket 
kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar 
kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. 

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi 
dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor 
dilaksanakan dengan memperlihatkan ketentuan sebagai berikut: 

a. akomodasi paketfullboard diatur sebagai berikut : 

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, 
akomodasi 1 (satu) karnar untuk 1 (satu) °rang; dan 

2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) 
kamar untuk 2 (dua) orang; dan 

b. dalarn rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, 
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar 
selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar 
kantor (fullboard, fullday, Halfday dan residence) dan 
mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta 
harus tetap mempertimbangkan prin sip pengelolaan 
keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang 
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. 

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar 
Kantor 

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk 
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian 
pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu 
tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu 
pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya 
penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai 
ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum 
dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan 

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS 

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan 
kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, 
kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan 
roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui 
pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintah daerah 



STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI 

BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI 

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN 

BELANJA DAERAH 

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang 
berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilarnpaui 
dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi 
sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat 
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan 
didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas : 

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan 
pembawa profesional; 

2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan 

4. Satuan biaya pemeliharaan. 

1.HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA 
ACARA PROFESIONAL 

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau 
pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara 
khusu s) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalam an 
tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan 
seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan 
sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium. 

Pemberia_n honorarium jasa narasumber, moderator, atau 
pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara 
khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, 
moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan 
bukti pengeluaran nil (pembiayaan secara at cost). 

2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM 
NEGERI PERGI PULANG (PP) 

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri 
adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara 
pergi pulang (PP) dan bandara keberangkatan suatu kota 
ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam 
perencanaan anggaran. 

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri 
dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket 
pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang 
didukung dengan bukti pengeluaran nil (pembiayaan 
secara at cost) 

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun 
perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali 



perjalanan taksi: 

a. Keberangkatan 

1) Dan kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, 
pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk 
keberangkatan ke tempat tujuan 

2) Dan i bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun 
kedatangan menuju tempat tujuan; 

Dalarn hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan 
tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dani 
bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya 
transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat 
atau biaya transportasi lainnya. 

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat 
dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam 
negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran nil 
(pembiayaan secara at cost). 

Contoh 1 

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan 
perjalanan dinas jabatan dan i Surabaya ke Kabupaten 
Pegunungan Bintang, alokasibiaya taksinya sebagai 
berikut : 

a. Keberangkatan 

1) satuan biaya taksi dan i tempat kedudukan (kantor) di 
Surabaya ke Bandara Jua_nda Surabaya; 

2) satuan biaya taksi dan i Bandara Oksibil (Pegunungan 
Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau 
kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan 

3) satuan biaya transportasi darat dan i hotel menuju 
tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) 
menggunakan moda transportasi darat dapat 
diberikan pembiayaan secara at cost. 

b. Kepulangan 
1) satuan biaya transportasi dan tempat tujuan menuju 

hotel penugasan menggunakan moda transportasi 
dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 

2) satuan biaya taksi dan hotel atau penginapan 
(Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil 
(Pegunungan Bintang); dan 

3) satuan biaya taksi dan i Bandara Juanda di Surabaya 
ke tempat kedudukan (kantor) 

Contoh 2 

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan 



perjalanan dinas jabatan dan i Surabaya ke Kecamatan 
Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi 
biaya taksinya sebagai berikut: 

a. Keberangkatan 

1) satuan biaya taksi dan i tempat kedudukan (kantor) di 
Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan 

2) satuan biaya taksi dan i Bandara Kabupaten 
Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, 
penginapan, atau 'cantor) di Kabupaten Kepulauan 
Selayar 

3) satuan biaya transportasi darat dan i hotel menuju 
tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) 
menggunakan moda transportasi darat dapat 
diberikan pembiayaan secara at cost. 

b. Kepulangan 
1) satuan biaya transportasi dan i tempat tujuan di 

Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan 
menggunakan moda transportasi darat dan laut 
dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 

2) satuan biaya taksi dan i hotel/ penginapan (di 
Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara 
Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 

3) satuan biaya taksi dan i Bandara Juanda di Surabaya 
ke ternpat kedudukan (kantor). 

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA 
PROVINSI KE KABUPATEN DALAM PRO VINSI YANG SAMA 
(ONE WAY) 

Satuan biaya transportasi dan i DKI Jakarta ke kabupaten 
sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 
menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi 
bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, 
dan pihak lain dan i tempat kedudukan di OKI Jakarta ke 
tempat tujuan di Kabupaten Bogor, Kota Depok, 
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang 
Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam 
rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri 

3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT 

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang 
digunakan untuk menyu sun perencanaan kebutuhan biaya 
pengadaan makan dan kudapan, terrnasuk minuman untuk 
rapat atau pertemuan : 

a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara 
yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; 
atau 

b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja 
lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian 
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